REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR & TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan
mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi dan tata kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata  Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Badan
Nasional = Penanggulangan  Bencana  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/1152/M.KT.01/2020 tanggal 27 Agustus 2020;



Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan  Nasional

Penanggulangan Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN NASIONAL  PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1156), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



10.

Pasal 89
Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 90 dihapus.

Pasal 91 dihapus.

Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 94
Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangén

Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 95 dihapus.
Pasal 96 dihapus.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 99
Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 100 dihapus.
Pasal 101 dihapus.

Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 107
Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pasal 108 dihapus.

Pasal 109 dihapus.

Pasal 110 dihapus.

Pasal 111 dihapus.

Pasal 112 dihapus.

Pasal 113 dihapus.

Pasal 114 dihapus.

Pasal 115 dihapus.

Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Fungsional.

Pasal 119 dihapus.

Pasal 120 dihapus.

Pasal 121 dihapus.

Pasal 122 dihapus.

Pasal 123 dihapus.

Pasal 124 dihapus.

Pasal 125 dihapus.

Pasal 118

Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok Jabatan



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

395.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Pasal 126 dihapus.

Pasal 127 dihapus.

Pasal 128 dihapus.

Pasal 129 dihapus.

Pasal 130 dihapus.

Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Fungsional.

Pasal 134 dihapus.

Pasal 135 dihapus.

Pasal 136 dihapus.

Pasal 137 dihapus.

Pasal 138 dihapus.

Pasal 139 dihapus.

Pasal 140 dihapus.

Pasal 141 dihapus.

Pasal 150 dihapus.

Pasal 151 dihapus.

Pasal 133

Direktorat Peringatan Dini terdiri atas Kelompok Jabatan



43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

S52.

53.

Pasal 154 dihapus.
Pasal 155 dihapus.
Pasal 158 dihapus.
Pasal 159 dihapus
Pasal 165 dihapus.
Pasal 166 dihapus.

Ketentuan huruf a Pasal 169 dihapus, sehingga Pasal 169

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169
Subdirektorat Pemulihan Sarana terdiri atas:
a. dihapus; dan
b. Seksi Pemantauan, FEvaluasi, dan Pelaporan

Pemulihan Sarana dan Utilitas.

Ketentuan huruf a Pasal 170 dihapus dan huruf b diubah,
sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170
(1) Dihapus.
(2) Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemulihan Sarana dan Utilitas mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pemantauan,

evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan
sarana dan utilitas.
Pasal 176 dihapus.

Pasal 177 dihapus.

Pasal 180 dihapus.




54.

595.

56.

57.

58.

50.

60.

61.

02.

63.

04.

65.

06.

67.

08.

69.

70.

71.

72.

Pasal 181 dihapus

Pasal 190 dihapus.

Pasal 191 dihapus.

Pasal 194 dihapus.

Pasal 195 dihapus.

Pasal 201 dihapus.

Pasal 202 dihapus.

Pasal 205 dihapus.

Pasal 206 dihapus.

Pasal 209 dihapus.

Pasal 210 dihapus.

Pasal 216 dihapus.

Pasal 217 dihapus.

Pasal 220 dihapus.

Pasal 221 dihapus.

Pasal 224 dihapus.

Pasal 225 dihapus.

Pasal 234 dihapus.

Pasal 235 dihapus.



73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Pasal 238 dihapus.

Pasal 239 dihapus.

Pasal 245 dihapus.

Pasal 246 dihapus.

Pasal 249 dihapus.

Pasal 250 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 260 diubah dan ayat (2) dihapus
sehingga Pasal 260 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260
(1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III
sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 didukung

oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

Pasal 263 dihapus.

Pasal 264 dihapus.

Pasal 270 dihapus

Pasal 271 dihapus.

Pasal 274 dihapus.

Pasal 275 dihapus.

Pasal 278 dihapus

Pasal 279 dihapus.



88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Pasal 286 dihapus.

Pasal 287 dihapus.

Pasal 290 dihapus.

Pasal 291 dihapus.

Pasal 298 dihapus.

Pasal 299 dihapus.

Pasal 302 dihapus.

Pasal 303 dihapus.

Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 305

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan
tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan
tinggi pratama masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyail
tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan
pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas

masing-masing.



97.

98.

99.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

ditetapkan oleh Kepala Badan.

Di antara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 305A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305A

(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 305, terdiri atas berbagai jenis
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan
dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing.

Ketentuan Pasal 309 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 309
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur
pelaksana bertanggung  jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan kelompok jabatan
fungsional pada satuan organisasi masing-masing dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugasnya.

Ketentuan Pasal 317 tetap, dan lampiran diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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100. Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 318
Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan  Tata  Kerja Badan  Nasional
Penanggulangan Bencana, tetap melaksanakan tugas dan
fungsi sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat
vang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

101. Ketentuan Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 319
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.
DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1461

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

QW "vay -~ -

ZAHERMANN MUABEZI
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

Bagan Struktur Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.
INSPEKTORAT UTAMA I SEKRETARIAT UTAMA
BIRO HUKUM, BIRO SUMBER DAYA
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT # INSPEKTORAT it BIRO PERENCANAAN BIRO KEUANGAN ORGANISASI DAN MANUSIA DAN
KERJA SAMA UMUM
DEPUTI BIDANG SISTEM DAN DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG R‘::Z\;T‘U::\{;KA;AGN DEPUTI BIDANG LOGISTIK
TRATEG! PEN N PENANGANAN DAR! T DAN LATAN
§ TEG! ENCEGAHA| N. URA’ REKONSTRUKS! PERAI
] N ] ] e
o DREXTORAT DIREXTORAT S— DIREXTORAT - DIREKTORAT
PEMETAAN DAN EVALUASI RISKO - Mﬂ’?ﬁ“:‘::w, r_- DUKUNGAN SUMBER DAYA PERENCANAAN REHABIITAS! DAN PENGELOLAAN LOGISTIK DAN

HENCANA ENCANA DARURAT REKONSTRUKS! PERALATAN

|| DIREKTORAT PENGEMAANGAN R L] DIREXTORAT - DIREKTORAT L] OIREXTORAT
STRATEG) PENANGGULANGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PEMULIHAN DAN PENINGKATAN OPTIMAS! JARINGAN LOGISTIK DAN

BENCANA RESGMN DARURAT Fisw PERALATAN

l___ OREXTORAT L] L DIREKTORAT L__| OmEXTORAT PEMULINAN DAN
SISTEM PENANGGULANGAN " DRENTORAT, FASILITASI PENANGANAN KORBAN PENINGKATAN SOSIAL, EKONOMI
BENCANA SRAATRERE DAN PENGUNGSt AN SUMBER DAYA ALAM
— e T—
PUSAT PENDIDIKAN DAN
PUSAT DATA, INFORMAS! DAN
PELATIHAN P Ul PUSAT PENGE! N i
ELATE BEEP?CAANNGAG e KOMUNIKASI KEBENCANAAN de
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3.
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Bagan Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Utama.

H 1 I 1
BIRO HUKUM,
RO PERENCANAA BIRO KEUANGAN ORGA?‘:‘SAS‘ DAN BIROSUMBER DAYA
BIROPERENCANAAN - g MANUSIA DAN UMUM
KERJA SAMA
] 1 1 L RAATANPABICANAA
™ SUBBAGUAN PERATURAN
~—{  PROGRAM DAN | OAN PENGIMBANGAN
ANGGARAN | PERUNDANG-UNDANGAN
ANGGARAN 1A 66 ERUNDANS: UNO SUMBER DAYA MANUSIA
BAGUAN
BAGUAN SU
b prOGRAM DAN ”5"":2‘{:::‘““““ L1 sacu ukum | Mn::: oaval |
ANGGARAN |
PEL SUBBAGIAN ADVOKAS SUBBAGIAN MUTAS! DAN
PROGRAM DAN
ANG KUM
ey GARAN | ol KESEIAHTERAAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN |
4 PROGRAM DAN | Soayed! i r—q SUBBAGIAN ORGANISASI et SUBBAGIAN URUSAN DALAM
ANGGARAN #A
BAGUN BAGIAN RUMAN
BAGAN BAGIAN ORGANISASI
- - — 4 vanca —
[} PRosRaMOaN PERBENDANARAAN oan TATALAKSANA | ] ooyt
ANGGARAN 1
SUBBAGAN
L4 erocramomn L‘ m:‘mr;?:"w . TATA LAKSANA] L wumu:ecmcm MK
ANGGARAN #B
SUBBAGUAN MONITORING "
(| DAN EVALUASI PROGRAM SUBBAG AN VERIFIKAS( (] SUBBAGIAN KERIA SAMA r SUSBAGIAMPERSURATAN
0 A AN ) OALAM NEGERI DAN KEARSPAN
BAGIAN MONITORING BAGIAN VERIIKAS) DAN BAGIAN TATA USAHA
1 oavevavas [T - AuNTANSC [ [ BAGUNKERAS M1 omvxeasean [ ]
TATA USAKA
SUBBAGIAN AKUNTANS! SUBAGUAN KERIA SAMA
L DAN EVALUASI PROGRAM Lt P o PIMPINAN DAN PROTOKOL
DAN ANGGARAN I oRAN ERIASIONAL
N L1 I 1
1
7] «womeoxmsann || 1 caomeox smastan [~ ™ xnomeox mmavs [} xaomeox usatw | |
‘-"—‘ FUNGRONAL = hans ans | TUNGRONAL i O - TUNGUONAL 1 " AUNGRON) -
- - - - - - - -
1 1 I I H 1 1 I i

Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Sistem dan Strategi.

DEPUTI BIDANG SISTEM DAN
STRATEGI

DIREKTORAT PEMETAAN DAN EVALUASI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI

DIREKTORAT SISTEM PENANGGULANGAN

RISIKO BENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA
[ ; — [ I l
T t

KELOMPOK JABATAN | KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL i FUNGSIONAL FUNGSIONAL

1
i
I T T Lo B




4. Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Pencegahan.

DEPUTI! BIDANG PENCEGAHAN

DIREKTORAT MITIGASI BENCANA

DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

DIREKTORAT PERINGATAN DINI

N —

l i

z |

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

A

|

l i l !

5. Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Penanganan Darurat.

DEPUTI BIDANG
PENANGANAN DARURAT
I ] I
DIREKTORAT DUKUNGAN SUMBER DIREKTORAT DUKUNGAN DIREKTORAT FASILITASI PENANGANAN
DAYA DARURAT INFRASTRUKTUR DARURAT KORBAN DAN PENGUNGS!
n i‘::g;““m::l;‘;ﬁ%iﬁ SUBDIREKTORAT PEMULIHAN | | susoirexToraT FASILTASI
S PRASARANA VITAL PENYELAMATAN DAN EVAKUAS!
MANUSIA
SUBDIREKTORAT DUKUNGAN 5::::‘::;3“?::&58&“: !
—|  PENGERAHAN LOGISTIKDAN SUBDIREKTORAT PEMULIHAN ™1 KEBUTUHAN KORBAN DAN
PERALATAN
SARANA PENGUNGS!
| [ {
SEXSI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMULIMAN SARANA DAN UTILITAS L KELOMPOK JABATAN
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN - FUNGSIONAL ]
— BANTUAN DAN DANA T T r
KEDARURATAN I
! i ] [ 1 L
—!  KELOMPOKJABATAN  — —{  KELOMPOKJABATAN | —
L L L]
— FUNGSIONAL — FUNGSIONAL -
] [ [ I I I
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Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

DEPUTI BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI

DIREKTORAT PERENCANAAN
REHABILITAS| DAN REKONSTRUKSI

]

SUBDIREKTORAT INVENTARISASI
DAN ANALISIS KEBUTUHAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN
PENDANAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

] I ]

l

DIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN FISIK

]

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN FASILITAS UMUM

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN FASILITAS SOSIAL

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN PERUMAHAN

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I I I

DIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN SOSIAL, EKONOMI DAN
SUMBER DAYA ALAM

]

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN SOSIAL

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN EKONOMI

SUBDIREKTORAT PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN

p—i

[ 11

KELOMPOK JABATAN
] FUNGSIONAL

I I I

Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.

DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN
PERALATAN

{

DIREKTORAT PENGELOLAAN LOGISTIK DAN
PERALATAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN

SUBDIREKTORAT PENYIMPANAN DAN
PEMELIHARAAN

T |

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

l ] I

|

DIREKTORAT OPTIMASI JARINGAN
LOGISTIK DAN PERALATAN

SUBDIREKTORAT KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT DISTRIBUSI DAN
PENGENDAUAN

[ [ 1

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

[ 1 I




8. Bagan Struktur Susunan Organisasi Inspektorat Utama.
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INSPEKTORAT UTAMA

BAGIAN TATA USAHA

INSPEKTORAT |

INSPEKTORAT U

T I 1
1 i 1

T 1

|

1

S—

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

i

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I I I

T

‘

I I

]

INSPEKTORAT Il

I l

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I I I

9. Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi

Kebencanaan.
PUSAT DATA, INFORMASI,
DAN KOMUNIKASI
KEBENCANAAN
1
SUBBAGIAN TATA USAHA
| | ]

-
[

1

t
| KELOMPOK ABATAN
1 runastonaL 1

A

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI

BIDANG TEKNOLOGI DAN JARINGAN

BIDANG KOMUNIKAS! KEBENCANAAN

oy
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10. Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana.

PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENANGGULANGAN
BENCANA
|
SUBBAGIAN TATA USAHA
[ ] |
RIDANG FROGRAM DAN EVALIASI ] BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
1 DAN PELATIHAN

] [ 1

11. Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Operasi.

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
|
SUBBAGIAN TATA USAHA
[ 1
BIDANG DUKUNG KAJI CEPAT DAN L l BIDANG PENGENDALIAN TAKTIS DAN
PERENCANAAN OPERASI KELOMPOK JABATAN EVALUASI OPERASI

FUNGSIONAL

l I I

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

DONI MONARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,

ZAHERMANN MUABEZI



